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PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan  mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan  putusan  yang  dilangsungkan  secara  elektronik  perkara  cerai

gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK  xxxxxxxxxxxxxx,  tempat  dan  tanggal  lahir

Probolinggo, 14 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan

xxxxxxxx  xxx  xxxxx,  pendidikan  SLTA,  tempat

kediaman di  Kota Probolinggo (rumah milik orang tua

Penggugat), dengan domisili elektronik di alamat email:

cynthiathia1011@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  NIK  xxxxxxxxxxxxxx,  tempat  dan  tanggal  lahir

Probolinggo,  14  November  1985,  agama  Islam,

pekerjaan xxxxx xxxxxxx xx, pendidikan SLTA, tempat

kediaman di  Kota Probolinggo (rumah kost atas nama

Bapak Ardi/ Ibu Yatik), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juni 2025 yang

didaftarkan  secara  elektronik  melalui  aplikasi  e-Court Nomor

297/Pdt.G/2025/PA.Prob  tanggal  19  Juni  2025,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat telah  melangsungkan  pernikahan  dengan

Tergugat pada  tanggal 16  Juli  2010  dihadapan  Pejabat PPN  KUA
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Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo  dengan berdasarkan Kutipan Akta

Nikah Nomor 122/13/VII/2010 tanggal 13 Juni 2025;

2. Bahwa  pada  saat  dilaksanakan  perkawinan, Penggugat  berstatus

Perawan 18 tahun, sedangkan berstatus Jejaka umur 25 tahun;

3. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  hidup

rukun sebagaimana hubungan suami isteri dengan baik, telah berhubungan

badan (ba’da al dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula

dan terakhir di rumah milik orang tua Penggugat di Kecamatan Kedopok

Kota Probolinggo, namun saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

dan bertempat tinggal di  rumah kost atas nama Bapak Ardi/  Ibu Yatik di

wilayah Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo;

4. Bahwa  selama  dalam  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  hidup

rukun sebagaimana suami istri dengan baik (ba’da al dukhul) dan dikaruniai

3 (tiga) orang anak yang bernama :

4.1. Faiharicya  Ilmania  Tirta  A  binti  Ardi  Irwan  Cahyono,

Perempuan,  tempat  lahir  Probolinggo,  Tempat  lahir  Probolinggo,

tanggal lahir 29 Agustus 2010, dalam asuhan Penggugat;

4.2. Sabria  Zahra  Tirta  Agista  binti  Ardi  Irwan  Cahyono,

Perempuan, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 28 Agustus 2014,

dalam asuhan Penggugat;

4.3. Dzakiandra  Xavier  Ardiatama  bin  Ardi  Irwan  Cahyono,

Laki-laki, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 15 Mei 2018, dalam

asuhan Penggugat

5. Bahwa pada  awal  September  2010  kehidupan  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat mulai  goyah  dan  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;

6. Bahwa  sebab-sebab terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut adalah karena sebagai berikut:

6.1. Tergugat  tidak  memberikan  Nafkah  (lahir)  secara  layak

kepada  Penggugat  dengan  jumlah  Rp.  50.000,-  (lima  puluh  ribu

rupiah)  per  hari.  Sedangkan  Nafkah  (lahir)  yang  layak  menurut

Penggugat adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
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6.2. Ketika Penggugat meminta Nafkah atau keperluan untuk

keluarga, Tergugat selalu marah;

6.3. Ketika  terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  antara

Penggugat  dengan  Tergugat,  Tergugat  sering  membanting  barang,

marah, mencela Penggugat, dan berkata kasar;

6.4. Tergugat  sering  membuat  keributan  di  Kantor  tempat

Penggugat bekerja, serta sering menghina Penggugat di depan umum

dengan mengatakan bahwa Penggugat sering di tiduri banyak Laki-

laki oleh Tergugat;

6.5. Tergugat  mempunyai  tanggungan  Pembayaran  uang

arisan  yang  di  Ketuai  oleh  Penggugat,  dengan  jumlah  uang  lebih

kurang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Penggugat

yang membayar tanggunga uang arisan tersebut;

6.6. Tergugat  tidak  pernah  membantu  untuk  membayar

keperluan anak Tergugat dengan Penggugat;

6.7. Pada tahun 2012, Tergugat pernah menyuruh Penggugat

untuk  memanfaatkan  Teman  Tergugat  dengan  Jalan-jalan  bersama

Penggugat agar bisa mendapatkan uang dari Teman Tergugat;

6.8. Tergugat pernah membawa anak ketiga Tergugat dengan

Penggugat  dan  tidak  di  sekolahkan  selama  1  (satu)  bulan,  lalu

Penggugat terpaksa harus menjemput anak tersebut;

6.9. Tergugat sering minum-minuman keras (memabukkan);

6.10. Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  melakukan  hubungan

suami isteri pada tanggal 25 Oktober 2024;

7. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran tersebut, pada  akhir

bulan Oktober 2024 hingga  sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan

19 (sembilan belas) hari,  Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

tinggal,  yang  mana  dalam  pisah  rumah  tersebut  saat  ini  Penggugat

bertempat  tinggal  di  rumah  milik  orang  tua  Penggugat  di  wilayah

Kecamatan  Kedopok  Kota  Probolinggo  dan  Tergugat  saat  ini  berada  di

rumah  kost  atas  nama  Bapak  Ardi/  Ibu  Yatik  di  wilayah  Kecamatan

Kanigaran Kota Probolinggo; 
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8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh)

bulan  19  (sembilan  belas)  hari, telah  berpisah  rumah,  maka  hak  dan

kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak

saat  itu  Tergugat  tidak  lagi  melaksanakan  kewajibannya  sebagai  suami

terhadap Penggugat;

9. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada akhir

bulan  Oktober  2024,  telah  dilakukan  upaya  perdamaian  yang  dilakukan

oleh  pihak  keluarga  Penggugat  maupun  Tergugat  untuk  memperbaiki

rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa  dengan  keadaan  rumah  tangga  di  atas,  maka  Penggugat

merasa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat

dipertahankan  lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus-

menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk

hidup  rukun  lagi,  maka  Penggugat  berkesimpulan  lebih  baik  bercerai

dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas,  Penggugat mohon kepada

Majelis  Hakim  untuk  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughro  Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider 

Jika Majelis Hakim  berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa  Penggugat  datang  menghadap  sendiri  di  depan  sidang,

sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  datang  menghadap  ke  persidangan,

meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan  patut,  Tergugat  juga  tidak  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau
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kuasanya  yang sah,  sedang ternyata  bahwa tidak  hadirnya  Tergugat  bukan

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di

persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Cynthia Agus Trianingsih

Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal  13 April  2020 yang dikeluarkan oleh

Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup,

di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan

sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P1; 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/13/VII/2010 Tanggal 13 Juni

2025,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kacamatan

Kedopok  Kota  Probolinggo  Provinsi  Jawa  Timur,  bukti  tersebut

bermaterai  cukup,  di-nazegelen  pos,  kemudian  Hakim mencocokkan

dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P2; 

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,

bertempat  tinggal  di  KOTA,  di  bawah  sumpahnya  memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Penggugat; 
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- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan

Tergugat  tinggal  bersama di  rumah orang tua  Penggugat  dan

selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  pada  awalnya  rukun  dan  harmonis,

akan tetapi kurang lebih sejak Mei 2024 sudah tidak rukun lagi

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus

dalam bentuk cekcok mulut dan kekerasan; 

- Bahwa  saksi  sering  melihat  dan  mendengar  langsung

pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi tinggal satu

rumah; 

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan

Tergugat cemburu terhadap Penggugat, Tergugat suka banting

barang  Ketika  marah  dan  Tergugat  tidak  memberikan  nafkah

yang full terhadap Penggugat; 

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat

sudah  pisah  rumah  sejak  Oktober  2024  bulan  lalu  sampai

dengan  sekarang  karena  Tergugat  pergi  meninggalkan  rumah

kediaman bersama dan sudah tidak bersatu lagi; 

- Bahwa  saksi  ataupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

merukunkan dengan cara menasihati  Penggugat dan Tergugat

akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi

dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing

sebagaimana layaknya suami isteri; 

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,

bertempat  tinggal  di  KOTA PROBOLINGGO,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai Sepupu Penggugat; 
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- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan

Tergugat  tinggal  bersama di  rumah orang tua  Penggugat  dan

selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  pada  awalnya  rukun  dan  harmonis,

akan tetapi kurang lebih sejak Mei 2024 sudah tidak rukun lagi

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus

dalam bentuk cekcok mulut dan kekerasan; 

- Bahwa  saksi  sering  melihat  dan  mendengar  langsung

pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi rumahnya

berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan

Tergugat cemburu terhadap Penggugat, Tergugat suka banting

barang  Ketika  marah  dan  masalah  ekonomi  karena  Tergugat

kurang memberikan nafkah kepada Penggugat; 

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat

sudah  pisah  rumah  sejak  Oktober  2024  bulan  lalu  sampai

dengan  sekarang  karena  Tergugat  pergi  meninggalkan  rumah

kediaman bersama dan sudah tidak bersatu lagi; 

- Bahwa  saksi  ataupun  pihak  keluarga  sudah  berusaha

merukunkan dengan cara menasihati  Penggugat dan Tergugat

akan tetapi tidak berhasil; 

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi

dan keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing

sebagaimana layaknya suami isteri

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini,  segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 26

Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975,  Penggugat  dan Tergugat  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadiri  persidangan  yang  telah

ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri

(in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang,  bahwa  atas  ketidakhadiran  Tergugat  tanpa  alasan  yang

sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara

ini  dilanjutkan  dan  dapat  diputus  dengan  tanpa  hadirnya  Tergugat  (verstek)

sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  perubahan

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi

Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha maksimal

menasehati  Penggugat  agar  bersabar  dan  rukun  kembali  dengan  Tergugat,

akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  maka  sesuai

Pasal  4  angka (2)  huruf  b  Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia

Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  perkara  ini

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara 

Menimbang,  bahwa  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan

pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap

dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak

memberikan jawabannya karena Tergugat  tidak  pernah hadir  menghadap di
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persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat

gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama

Islam dan  mengambil  alih  sebagai  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim,  dalam

Kitab Ahkamul Qur’an, Juz 2, halaman 45:

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim di dalam persidangan

sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka

dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  juga  sependapat  dengan  doktrin

ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil

alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Artinya  :  Apabila  (Tergugat)  berhalangan  hadir  karena  bersembunyi  atau

enggan, maka Majelis Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang

diajukan, kemudian memutusnya.

Menimbang,  bahwa  dari  doktrin  ulama  di  atas  dapat  diambil  sebuah

abstraksi  hukum bahwa Tergugat  yang tidak  hadir  dalam persidangan  telah

menghilangkan  hak-haknya  sehingga  terhadap  gugatan  Penggugat  dapat

diperiksa  dan  diputus  tanpa  kehadiran  Tergugat,  dalam hal  ini  guna kehati-

hatian Majelis  Hakim dalam menilai  pokok perkara ini  melawan hukum atau

tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara

ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (lex

specialis  derogat  legi  generalis)  dan  untuk  menghindari  kesepakatan  untuk

bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH

Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara

Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami

isteri  sesuai  dalam Pasal  39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

16 Tahun 2019, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi
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Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah

mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami

isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975,  maka  Majelis  Hakim  perlu  mengetahui  lebih  jelas  sebab-sebab

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dan  perlu

mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat

dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti bukti P.1 dan P.2 tersebut dikeluarkan oleh

pejabat  yang  berwenang,  telah  bermeterai  cukup,  dinazzegel  dan  telah

disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai,  olehnya bukti  (P1 dan P.2)

telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 165 HIR, Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Bea Meterai;

Menimbang,  bahwa muatan dari  bukti  P.1  memiliki  hubungan dengan

pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Penggugat,  sehingga telah

memenuhi  syarat  meteril  alat  bukti,  dengannya  telah  mempunyai  nilai

pembuktian  sempurna (volledig)  dan mengikat  (bindende),  sehingga terbukti

identitas Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa muatan dari  bukti  P.2  memiliki  hubungan dengan

pokok perkara yaitu  untuk membuktikan antara Penggugat  dengan Tergugat

terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti,

dengannya  telah  mempunyai  nilai  pembuktian  sempurna  (volledig)  dan

mengikat  (bindende),  sehingga  terbukti  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

terikat perkawinan yang sah sejak 16 Juli 2010; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI

2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat adalah keluarga atau orang

dekat Penggugat dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim  perlu  mendapatkan  keterangan  pihak

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2025/PA.Prob

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga  dan  atau  orang-orang  yang  dekat  dengan  suami  isteri  itu  tentang

adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  saksi  Penggugat,  adalah  keluarga  atau

orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  Penggugat  mengenai

hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  serta  mengenai  keadaan  rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan  didengar

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  171  HIR sehingga  keterangan  saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan 2 (dua)  saksi  Penggugat  bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  Penggugat,

ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah  yang

menikah pada tanggal 16 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di  rumah orang tua Penggugat  dan selama menikah telah dikaruniai  3

orang anak;

3. Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan

Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak  Mei 2024

Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran

yang  disebabkan  Masalah  Ekonomi,  Tergugat  cemburu  buta  terhadap

Penggugat dan Tergugat banting-banting barang Ketika marah;

4. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  antara

Penggugat dan Tergugat  sudah pisah rumah sejak akhir bulan Oktober
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2024  hingga  sekarang  karena  Tergugat  pergi  meninggalkan  kediaman

bersama dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak

dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha

menasehati  Penggugat  dan Tergugat  akan tetapi  tidak berhasil,  karena

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  tersebut,  Majelis

Hakim  selanjutnya  akan  mempertimbangkan  keterpenuhan  dasar  yuridis

diajukannya permohonan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf

f  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  jo. Pasal  116  huruf  f

Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

2023 tentang penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b

poin  2  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  yang

mengatur bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat

dikabulkan jika terbukti suami/istri  terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

diikuti  dengan  telah  berpisah  tempat  tinggal  paling  singkat  6  (enam)  bulan

kecuali  ditemukan  fakta  hukum  adanya  Tergugat/Penggugat  melakukan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang

Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  diubah  dengan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir

bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri

dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal  berdasarkan  Ketentuan  Yang  Maha  Esa,  dan  juga  dalam  Pasal  3

Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa  perkawinan  bertujuan  untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:
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Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari

jenis  diri  kamu  seorang  pasangan  hidup,  agar  kamu  menemukan
ketenangan  bersamanya  dan  dijadikan-Nya  di  antara  kamu  saling
mencintai  dan  saling  kasih  sayang.  Sesungguhnya  dalam  hal  yang
demikian  itu  merupakan pertanda kebesaran Allah  bagi  orang-orang
yang berfikir”.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas,  dapat

diketahui,  bahwa  unsur  dari  perkawinan  adalah  adanya  ikatan  lahir  bathin

antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika

unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya

perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga

yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah ditemukan

oleh  Majelis  Hakim  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  tinggal  bersama

setidak-tidaknya lebih  dari  sembilan  bulan  dan  selam tidak  tinggal  bersama

tersebut  diantara  keduanya  tidak  terbangun  komunikasi  yang  baik  layaknya

suami  isteri,  menunjukkan  bahwa  diantara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

terdapat  indikasi  tidak  terjalinnya  ikatan  lahir  dan  batin  karena  sudah  tidak

dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  hukum perkawinan  suami

isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan

tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan

tugas  dan  kewajiban  sebagai  suami  isteri,  kecuali  ada  alasan  yang  dapat

dibenarkan oleh hukum;

Menimbang  bahwa  hidup  bersama  merupakan  salah  satu  tolak  ukur

rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan

suami isteri, oleh karena itu fakta hukum Penggugat dan Tergugat tidak tinggal

bersama  selama  kurang  lebih  sembilan  bulan  lamanya  merupakan  bentuk

penyimpangan  dari  konsep  dasar  dibangunnya  lembaga  perkawinan,  agar

suami  isteri  utuh  kompak  dalam  segala  aktivitas  kehidupan  rumah  tangga

bukan dengan pola hidup berpisah;
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Menimbang bahwa dengan terbuktinya Penggugat dan Tergugat sudah

tidak  tinggal  bersama  selama  kurang  lebih  sembilan  bulan  lamanya

sebagaimana  fakta  hukum  diatas  maka  telah  memenuhi  ketentuan  Surat

Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2023  tentang  penyempurnaan

Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2022  yang  mengatur  bahwa  alasan

perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti

suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga  diikuti  dengan  telah

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta

hukum  adanya  Tergugat/Penggugat  melakukan  Kekerasan  Dalam  Rumah

Tangga (KDRT);

Menimbang  bawah  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan

apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman,  mudharat

bagi  Penggugat  dan  Tergugat.  Sedangkan  dalam  ajaran  Islam  menghindari

mudharat wajib  didahulukan  daripada  mengambil  manfaatnya  sebagaimana

dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

Artinya:  Menolak  mafsadat  lebih  didahulukan  dari  pada  mengambil

mashlahatnya.

Menimbang,  bahwa dalam perkara  ini  Majelis  Hakim sependapat  dan

mengambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim  terhadap  pendapat  pakar

hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

 

Artinya  :  “Apabila  si  isteri  telah  menunjukkan  sikap  sangat  benci  kepada

suaminya,  maka  Majelis  Hakim  boleh  menjatuhkan  talak  satu

suaminya kepada isterinya”.
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum

Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih

sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

Artinya:  Apabila  Majelis  Hakim  telah  menemukan  bukti-bukti  yang

diajukan oleh Penggugat  (istri)  atau Tergugat  telah memberikan pengakuan,

sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan

kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Majelis Hakim

tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim boleh memutuskan

dengan talak satu bain;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak

perlu  melihat  siapa  yang  bersalah  menyebabkan  perselisihan  dan

pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan

sulit  didamaikan  lagi,  menjadi  dasar  pertimbangan  dikabulkannya  suatu

perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  Permohonan  Penggugat  telah  beralasan  dan  tidak  melawan  hukum,

dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran

Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  3  Tahun  2023  tentang  pemberlakuan

Rumusan  Hukum  Kamar  Agama,  Poin  C.1  Tentang  Hukum  Perkawinan,

mengenai  upaya  mempertahankan  suatu  perkawinan  dan  memenuhi  prinsip

mempersukar  perceraian  bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus

menerus dapat dikabulkan jika terbukti  suami/isteri  berselisih dan bertengkar

terus  menerus  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam rumah

tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam)

bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga gugatan Penggugat a quo
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telah  beralasan dan tidak  melawan hukum,  oleh  karenanya  oleh  karena itu

Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan

menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap  Penggugat  sesuai

dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara 

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan  Pasal  89 Ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  yang  menyebutkan  bahwa  ”biaya  perkara

dalam  bidang  perkawinan  dibebankan  kepada  Penggugat/Pemohon”,

berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara

ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

kepada Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan

tanggal  13  Muharram 1447 Hijriyah,  oleh  kami  Ihsan,  S.H.I.,  M.H. sebagai

Ketua Majelis, Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H. dan M. Refi Malikul Adil, S.H.,

M.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota, putusan  tersebut  diucapkan

dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  itu  juga,  oleh  Ketua  Majelis

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Ricky Rizki Rahmawan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;
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Ketua Majelis

Ihsan, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ricky Rizki Rahmawan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:
1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
2. Proses : Rp.  150.000,00
3. Penggandaan : Rp. 50.000,00
4. Panggilan : Rp.  28.000,00
5. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
6. Redaksi : Rp.  10.000,00
7. Meterai                    :      Rp.                10.000  ,00  

Jumlah Rp.  298.000,00 
(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)
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